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PERATURAN DESA SALO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SALO,

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51

Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Salo Tahun Anggaran 2023.

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa SALO Tahun Anggaran
2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Desa SALO tentang Laporan
Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa SALO Tahun Anggaran
2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);



Undang-Undang  Nomer 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
19) dan/atan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau
Stabilitas  Sistem  Keuangan  Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja

Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja
Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman  Teknis

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2091);



9.

10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

. Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019

11

12.

13.

tentang Pedoman Umum  Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);



14.

16.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Dacrah Kabupaten
Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

Peraturan Desa Salo Nomor 01 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran
Desa Salo Tahun 2022 Nomor 03);

Peraturan Desa Salo Nomor 01 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Salo  Tahun 2024 Nomor 01);



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALODAN

Dengan Kesepakatan Bersama

KEPALA DESA SALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SALO NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SALO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
a. | Pendapan Asli Desa Rp 0,00 0,00 0,00
b. | Pendapatan Transfer | Rp | 1.996.752.516,00 | 1.966.222.255,00 33.530.251,00
. Pendapatan Lain-lain Rp 0,00 0,00 0,00
yang Sah
Jumlah Pendapatan | Rp | 2.003.535.603,00 | 1.999.752.516,00 3.783.087,00
2. Belanja Desa
Bidang
a | Penyelenggaraan Rp 737.880.458,00 721.429.394,00 16.451.064,00
Pemdes
b [B):'S:“g Pembangunan | p | 422252.761,00 | 396.122.761,00 26.130.000,00
. | Bidang Pembinaan | o | 347 596100,00| 317.296.100,00 0,00
Kemasyarakatan
4 | BidangPemberdayaan | o | 408 874.000,00| 401.0174.000,00 7.500.000
Masyarakat P T ' e ~U008,00
e | Bidang Tak Terduga Rp 137.200.000,00 | 130.200.000,00 7.000.000,00
Jumlah Belanja Rp| 1.966.222.255,00 |1.960.599.332,97 8.004.394,88
Surplus /Defisit Rp ( 12.800.000,00 ) ( 1.734.820,17 ) ( 11.065.179,83 )
3. | Pembiayaan
Penerimaan
32.893.
a Pembiayaan Rp 893.916,00 32.893.916,00 0,00
Pengeluaran
b Pembiayaan Rp 13.126.200,00 13.126.200,00 0,00
Jumlah Pembiayaan | Rp 19.767.716,00 19.767.716,00 0,00
Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Rp 0,00 53.297.977.00 0,00
Anggaran




Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Desa inl terdiri dari

1. Lampiran | ¢ Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran 2023
2. Lampiran 1l : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2023,
3. Lampiran 11 : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang

Masuk ke Desa.
Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa

ini dengan penempatanya dalam Lembaran Desa Salo.

Ditetapkan : di Salo Pada
o 6 Januari 2024

Diundangkan : di Salo
Pada tanggal : 6 Januari 2024
" KRETARIS DESA SALO




